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ABSTRAK 

 

Penyelenggaraan konser musik sebagai bagian dari industri hiburan modern 

melibatkan transaksi jasa hiburan bernilai ekonomi tinggi yang dilakukan melalui 

sistem penjualan tiket daring dengan penggunaan klausula baku (terms and 

conditions). Dalam praktiknya, klausula baku tersebut sering memberikan 

kewenangan sepihak kepada promotor dan digunakan sebagai dasar perubahan 

penyelenggaraan konser, sehingga berpotensi merugikan konsumen. Permasalahan 

hukum muncul ketika terjadi perubahan substansial, seperti pemindahan venue dan 

perubahan seat plan, tanpa persetujuan ulang konsumen serta disertai pembatasan 

hak pengembalian dana (refund). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara 

promotor dan konsumen dalam penyelenggaraan konser DAY6: Forever Young 

oleh PT Mecima Pro serta menguji keabsahan klausula baku dalam Terms and 

Conditions penjualan tiket ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum para pihak bersifat 

kontraktual dalam transaksi jasa hiburan. Klausula baku yang memberikan 

kewenangan sepihak kepada promotor bertentangan dengan Pasal 18 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dan dinyatakan batal demi hukum. Akibatnya, 

pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen berdasarkan Pasal 

19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sementara perjanjian tetap berlaku 

tanpa klausula baku yang tidak adil. 

Kata Kunci:  Perlindungan Konsumen; Klausuka Baku; Jasa Hiburan; 

Perjanjian Elektronik; Konser Musik
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ABSTRACT 

The organization of music concerts as part of the modern entertainment industry 

involves high-value entertainment service transactions conducted through online 

ticketing systems using standard clauses (terms and conditions). In practice, these 

standard clauses often grant unilateral authority to promoters and are used as a 

basis for changes in concert implementation, which may disadvantage consumers. 

Legal issues arise when substantial changes, such as venue relocation and seat plan 

modifications, are carried out without renewed consumer consent and are 

accompanied by restrictions on refund rights. 

This study aims to analyze the legal relationship between promoters and 

consumers in the organization of the DAY6: Forever Young concert by PT Mecima 

Pro and to examine the validity of standard clauses in ticket sale Terms and 

Conditions under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This research 

employs a normative legal research method with statutory and conceptual 

approaches. 

The results show that the legal relationship between the parties Is 

contractual in nature within an entertainment service transaction. Standard clauses 

granting unilateral authority to the promoter contradict Article 18 of the Consumer 

Protection Law and are therefore null and void. Consequently, business actors 

remain liable for consumer losses under Article 19 of the Consumer Protection Law, 

while the contract remains valid without unfair standard clauses. 

Keywords: Consumer Protection; Standard Clauses; Entertainment Services; 

Electronic Contracts; Music Concerts 
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MOTTO 

 

 

Guru saya ustdzh Hannah Al-Hannaanah, pernah berkata untuk menerapkan worst 

possibility dalam setiap kemungkinan yang ada  

untuk melindungi diri dari segala bentuk rasa kecewa, agar tidak berharap kepada 

selain Pencipta.  
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yang selalu mengusahakan dan mendoakan saya sehingga saya bisa ada di titik 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث
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 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal d De د

 Żal ż Zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q ki ق

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م
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 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai 

berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

..َْ .يْ   Fathahْdan ya ai a dan u 

.. َْ .وْ   Fathah dan wau au a dan u  

Contoh: 

 kataba  ك ت بْ  -
 fa`ala  ف ع لْ  -
 suila  سُئلِْ  -
 kaifa  ك ي فْ  -
لْ  - و   haula ح 

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

..َْ .ى..َْ .ا  Fathah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

..َِْ.ى  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

.. َُْ.وْ  Dammah dan wau ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla  ق الْ  -
م ى -  ramā  ر 

 qīla  قِي لْ  -
لُْ -  yaqūlu  ي قوُ 

 

D. Ta’ Marbutah 
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Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ةُْ - ض  ؤ  ف الِْ  ر  الأ ط    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

دِي ن ةُْ - ةُْ  ال م  ر  ال مُن وَّ   al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul 

munawwarah 

ةْ  -  talhah   ط ل ح 

 

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لْ  -  nazzala  ن زَّ

 al-birr  البرِْ  -
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F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

   Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang. 

Contoh: 

جُلُْ -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu  ال ق ل مُْ -

سُْ -  asy-syamsu الشَّم 

لا لُْ -  al-jalālu ال ج 

 

 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

 ta’khużu ت أ خُذُْ -

 syai’un ش يئْ  -
ءُْ -  an-nau’u النَّو 
 inna إِنَّْ -

 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

ي رُْ ف هُوْ   الل ْ إِنَّْ  وْ  - ازِقِي نْ   خ  الرَّ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ 

            Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

مِْ - اھ ا اِللْ بِس  ر  ج  س اھ ا  وْ   م  مُر    Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

دُْ - م  ب ِْ  للِْ  ال ح  ال ع ال مِي نْ   ر    Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ 
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Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

منِْ - ح  حِي مِْ  الرَّ الرَّ    Ar-rahmānir rahīm/Ar-

rahmān ar-rahīm 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

رْ   اللُْ - حِي مْ   غ فُو  ر    Allaāhu gafūrun rahīm 

- ِْ رُْ  لِِ  مِي عًا الأمُُو  ج    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru 

jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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KATA PENGANTAR 

  

، ِْال ع ال مِين  ب  دُْللِْر  م  حِيمِْال ح  نِْالرَّ م  ح  مِْاللِْالرَّ  بس 

عِينْ ْ م  بِهِْأ ج  ح  ص  ع ل ىْآلِهِْو  ،ْو  س لِين  فْالمُر  دِْأ ش ر  م  السَّلامُْع ل ىْسيدناْمُح  ةُْو  الصَّلا  و   

Puji dan syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatan, berupa kenikmatan iman, 

kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan lainnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PEMINDAHAN VENUE OLEH PT MECIMA PRO PADA 

PENYELENGGARAAN KONSER DAY6: FOREVER YOUNG” dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpah tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada seluruh umat 

manusia. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik dan sesuai dengan standar pedoman penulisan skripsi, meskipun demikian 

skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai skripsi vang sempurna. Oleh karenanya, 

semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk 

perbaikan di masa mendatang. 

Penulis juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas 

bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi seluruh pembaca. Adapun 

terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penulis semata, 

melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setiggi-tingginya kepada 



xiii 
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beserta jajarannya 

3. Bapak A Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk 

memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan dengan penuh 

kesabaran sehingga penulis dapat menelesaikan penyusunan 

skripsi ini dengan percaya diri dan tepat waktu. 
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pada tahap penyusunan skripsi ini. 
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diusahakan tidak begitu saja sia sia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 
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dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Industri hiburan, khususnya subsektor musik dan konser, telah berkembang 

menjadi kekuatan ekonomi baru yang signifikan dalam mendukung 

pertumbuhan ekonomi nasional.1  Dalam kerangka ekonomi kreatif, musik 

diposisikan sebagai salah satu subsektor strategis yang tidak hanya 

menghasilkan nilai estetika, tetapi juga nilai komersial dan ekonomi yang 

tinggi. Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), subsektor musik 

menyumbang sebesar 0,47% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) 

ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2015, dan termasuk ke dalam empat 

subsektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat secara tahunan.2 Di balik 

capaian ekonomi tersebut, terdapat pertanyaan penting mengenai 

keberlanjutan sektor ini, khususnya dari sisi keadilan bagi konsumen. 

Konser musik tidak hanya menjadi bentuk konsumsi hiburan, 

melainkan juga pendorong aktivitas ekonomi lintas sektor. Mulai dari sektor 

perhotelan, transportasi, UMKM kuliner, hingga industri merchandise dan 

event organizer, semuanya mendapatkan dampak ekonomi dari satu event 

 
1 Desra Yanti Gea and Agung Yudhistira Nugroho, “Studi Komparatif Industri Musik Di 

Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif,” Global Insight Journal 7 

(2022): 100–126, https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/GIJ/article/download/6585/2403. 
2  Will Andilla Darniaty and Riyan Adi Putra, ASPEK KELAYAKAN PEMBIAYAAN 

EKONOMI KREATIF SUBSEKTOR SENI MUSIK, 1st ed. (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia 

(BEKRAF), 2018). 
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konser berskala besar. 3  Sebuah konser internasional seperti "The Dream 

Show 2: Jakarta" yang dibawakan oleh grup K-Pop NCT Dream, tercatat 

berhasil menjual lebih dari 37.000 tiket dan menyedot lebih dari 10.000 

penonton dalam satu hari pelaksanaan.4 

Tidak hanya dari sisi langsung pelaku usaha, sektor konser juga ikut 

pendapatan negara dalam bentuk pajak hiburan. Pajak hiburan yang 

dikenakan atas penjualan tiket dan jasa penyelenggaraan event menjadi salah 

satu bentuk kontribusi nyata sektor ini dalam struktur fiskal daerah. Di 

beberapa kota besar seperti Jakarta, pajak hiburan mencapai 15–25% dari 

harga tiket, menjadikan konser sebagai penyumbang pendapatan asli daerah 

(PAD) yang signifikan.5 

Bahkan pada tahun 2023, konser-konser musik, termasuk yang 

menghadirkan artis internasional, turut menyumbang penerimaan pajak 

dalam negeri yang signifikan. Tercatat, pemerintah daerah memperoleh 

pendapatan sebesar Rp 640,8 miliar dari pajak hiburan hanya dalam periode 

Januari hingga April 2023, atau meningkat hingga 69% dibandingkan tahun 

sebelumnya.6  Salah satu penyumbang terbesar adalah konser Coldplay di 

 
3 Sisca Aulia et al., “Creative Economy Development Strategy through Communication in 

the Alternative Tourism of Concert,” Jurnal Kajian Komunikasi 13, no. 1 (2025): 141–59, 

https://doi.org/10.24198/jkk.v13i1.57736. 
4 Galih Wardana dkk., “Jejak Ekonomi Konser K-Pop (Nct Dream Tour "The Dream Show 

2: Jakarta”) Dalam Menghasilkan Pendapatan Nasional,” Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, 

Dan Ekonomi 2, no. 3 (2023): 81–90, https://doi.org/10.8734/musytari.v2i3.951. 
5 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Pasal 3 

Ayat 2, http://peraturan.bpk.go.id/Details/20895/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2015. 
6  “Pemda Cuan Dari Banyak Konser Musik, Pajak Hiburan Melonjak 69% - Makro 

Katadata.Co.Id,” accessed October 5, 2025, 

https://katadata.co.id/finansial/makro/646c557c61a83/pemda-cuan-dari-banyak-konser-musik-

pajak-hiburan-melonjak-69. 
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Jakarta, yang diperkirakan menghasilkan Rp 45 miliar dari pajak hiburan 

untuk Pemprov DKI Jakarta, atau sekitar 15% dari total penjualan tiket konser 

tersebut yang mencapai Rp 301 miliar. 7   Kontribusi ini tidak lepas dari 

antusiasme masyarakat terhadap konser musik yang terus meningkat dalam 

beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mendorong pertumbuhan konsumsi 

hiburan live yang berbiaya tinggi.8 

Hal ini tercermin dari rata-rata harga tiket konser artis internasional di 

Indonesia yang berada di kisaran Rp750.000 hingga Rp7.000.000, tergantung 

kategori dan fasilitas. 9  Tiket konser DAY6, misalnya, dijual hingga 

Rp3.400.000, yang setara dengan lebih dari 67% dari UMP DKI Jakarta tahun 

2025 dan bahkan bisa mencapai dua sampai tiga kali UMP di beberapa 

daerah. Di sisi lain, di Thailand harga tiket konser internasional berada dalam 

 
7  “Geliat Konser Musik Pasca Pandemi, Sumbang Pendapatan Pajak Rp306 Miliar - 

GoodStats,” accessed October 5, 2025, https://goodstats.id/article/geliat-konser-musik-pasca-

pandemi-sumbang-pendapatan-pajak-306-miliar-bYV5Q. 
8 “Demam Konser Musik Menggila Di Indonesia - GoodStats Data,” accessed October 5, 

2025, https://data.goodstats.id/statistic/demam-konser-musik-menggila-di-indonesia-

bcc4e#google_vignette. 
9  “Bruno Mars Live in Jakarta 2024,” accessed October 5, 2025, 

https://brunomarsinjakarta.com/. 

Gambar 1 Grafik Kenaikan penerimaan Pajak Hiburan 
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rentang THB 2.800 hingga THB 8.800 (sekitar Rp1,2 juta hingga Rp3,7 juta), 

sementara upah minimum harian di Bangkok sejak 1 Juli 2025 adalah THB 

400 per hari (sekitar Rp170.000).10 Perbandingan ini mengindikasikan bahwa 

secara proporsional beban ekonomi yang ditanggung konsumen Indonesia 

jauh lebih besar.11 

Selain harga, konsumen juga harus menanggung pajak hiburan sebesar 

15% hingga 25% dari harga tiket. Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, pajak pertunjukan musik 

dikategorikan dalam kelompok hiburan dengan tarif maksimal. Artinya, dari 

tiket seharga Rp3.400.000, konsumen dapat dipotong pajak hingga 

 
10 “New Minimum Daily Wage Rates in Thailand for 2025 - DLA Piper GENIE,” accessed 

October 5, 2025, 

https://knowledge.dlapiper.com/dlapiperknowledge/globalemploymentlatestdevelopments/2025/ne

w-minimum-daily-wage-rates-in-thailand-for-2025? 
11 “Thailand Plans to Raise Daily Minimum Wage in New Year, Says Minister | Reuters,” 

accessed October 5, 2025, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thailand-plans-raise-daily-

minimum-wage-new-year-says-minister-2024-11-08/. 

Gambar 2 Grafik Perbandingan Harga Tiket Konser Indonesia 

dan Tailand 
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Rp850.000 belum termasuk biaya administrasi platform dan layanan 

tambahan lainnya.12 

Dalam konteks hukum, situasi ini seharusnya menimbulkan perhatian 

serius. Ketika konser musik dijadikan sumber PAD dan alat ekonomi daerah, 

maka hak-hak konsumen yang ikut menopang pertumbuhan itu pun harus 

dilindungi secara adil. Namun, fakta yang terjadi justru sebaliknya, banyak 

kasus di mana promotor atau penyelenggara konser tidak memberikan 

kejelasan hak konsumen, tidak ada kontrak tertulis yang mengikat antara 

penonton dan penyelenggara, serta tidak tersedia mekanisme pengaduan dan 

kompensasi yang efektif jika terjadi perubahan atau pembatalan acara.13 Hal 

ini menunjukkan bahwa pajak dan konsumsi tinggi tidak diimbangi dengan 

jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi penonton konser. 

Peristiwa penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro 

menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa 

hiburan. Konser yang semula dijadwalkan di Jakarta International Stadium 

(JIS) pada 3 Mei 2025, dipindahkan secara sepihak ke Stadion Madya Gelora 

Bung Karno (GBK) dengan alasan penggunaan JIS untuk pertandingan sepak 

bola. Pemindahan ini disertai dengan perubahan sistem tiket dari duduk ke 

berdiri dan berkurangnya kapasitas tempat duduk, yang berdampak langsung 

terhadap kenyamanan dan hak konsumen.  

 
12 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan Pasal 40, 

http://peraturan.bpk.go.id/Details/20895/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2015. 
13 Irene Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Pembelian Tiket Konser K-

Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024). 
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Dalam dokumen Term & Condition (TNC) penjualan tiket, tidak 

ditemukan klausul force majeure sebagai dasar hukum perubahan, tetapi 

justru terdapat ketentuan sepihak yang menyatakan bahwa promotor berhak 

memodifikasi syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan. Klausul tersebut 

ditambahkan setelah transaksi pembelian tiket berlangsung, tanpa notifikasi 

eksplisit kepada konsumen maupun mekanisme kompensasi yang jelas. 

Praktik ini berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen 

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK.14 

 
14 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. 

No. 8, https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999. 
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Keberatan konsumen tercermin dalam munculnya petisi refund yang 

ditanda tangani lebih dari 30.000 partisipan di laman change.org, dan 

kampanye media sosial dengan menaikkan tagar 

#MECIMA_NOT_PROffesional, serta keluhan terhadap ketidakjelasan 

proses pencairan dana. 15  Meskipun refund sempat dibuka dalam waktu 

terbatas, banyak konsumen belum menerima dana hingga menjelang 

 
15 “Petisi · Sediakan Opsi Refund Untuk Konser DAY6 Forever Young in Jakarta 3 Mei 

2025 - Indonesia · Change.Org,” accessed October 5, 2025, https://www.change.org/p/sediakan-

opsi-refund-untuk-konser-day6-forever-young-in-jakarta-3-mei-2025. 

Gambar 3 Tnc saat konfirmasi pembelian via email 6-7 Januari 2024 

Gambar 4 TnC Terbaru Maret 2025 
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pelaksanaan konser. Bahkan media internasioanl seperti Koreaboo 

melaporkan ketidaksiapan penyelenggaraan, termasuk perubahan teknis dan 

penundaan acara, sebagai indikasi kegagalan manajemen yang berdampak 

pada hak konsumen.16 

Dalam praktiknya, kontrak yang dibuat secara sepihak dan mengikat 

konsumen tanpa ruang negosiasi kerap menimbulkan pertanyaan mengenai 

kesesuaian dengan asas konsensualisme dan keadilan dalam hukum perdata. 

Dalam konteks hukum Islam, kondisi seperti ini juga dapat menimbulkan 

potensi ketidakjelasan (gharar) dan ketidakadilan (zhulm), sehingga menarik 

untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif keabsahan akad dalam muamalah..17 

 Dasar dari muamalah dalam hukum Islam berpegang pada kaidah fikih 

باحَة حَتَّى   يَدلُ   عَلىَدلَِيل عَلىَ التَّحْرِيْمِ هَا  وَالْْصَْلُ  فِي الْمُعَامَلََتِ  الِْْ

 "al-ashlu fil mu'ämalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā”, 

yang berarti bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan 

kecuali ada dalil yang melarangnya. 18  Kaidah ini memberikan ruang 

fleksibilitas dalam praktik ekonomi, termasuk pada bentuk transaksi modern 

seperti jual beli tiket konser, yang dapat diposisikan sebagai bagian dari akad 

muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 19 

Dalam ajaran Islam, setiap bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan 

 
16 “DAY6’s Concert Organizer Finally Issues Statement About The Absolute Mess Caused 

In Jakarta - Koreaboo,” accessed October 5, 2025, https://www.koreaboo.com/news/day6-jakarta-

concert-mess-organizer-mecimapro-official-statement/. 
17  Cathleen Lie et al., “Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia,” 

Jurnal Kewarganegaraan 7 (2023): 918. 
18 Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I., Qowaidul Fiqhiyyah Muamalah, 1 ed. (Lembaga 

Pemberdayaan Umat (LPKU) Banjarmasin, 2015), hal 135 https://idr.uin-

antasari.ac.id/6804/1/QAWAID FIQHIYYAH. revisidocx.pdf. 
19 Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I., Qowaidul Fiqhiyyah Muamalah. Hal 137 
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(gharar) atau penipuan (tadlis) dipandang tidak sah karena dapat merugikan 

salah satu pihak. Oleh karena itu, persoalan klausula sepihak dalam Term & 

Condition patut menjadi perhatian, terutama jika tidak memberikan kepastian 

hukum bagi konsumen sejak awal transaksi. 

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penyelenggaraan konser 

DAY6 oleh PT Mecimapro menjadi cerminan nyata dari kekosongan regulasi 

dalam perlindungan konsumen di sektor hiburan. Ketimpangan informasi, 

perubahan sepihak dalam klausula perjanjian, dan tidak adanya mekanisme 

kompensasi yang adil menunjukkan lemahnya posisi hukum konsumen 

dalam transaksi jasa hiburan bernilai tinggi. Padahal, sektor ini tengah 

mengalami pertumbuhan pesat dan memberikan kontribusi ekonomi yang 

signifikan, baik melalui pajak hiburan maupun perputaran ekonomi kreatif 

secara umum. Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap konser-

konser berskala besar, semestinya konsumen mendapatkan perlindungan 

hukum yang proporsional, transparan, dan berkeadilan. Sayangnya, ketentuan 

sepihak dalam perjanjian seperti Term & Condition yang dapat diubah tanpa 

pemberitahuan masih luput dari pengawasan hukum yang ketat. 

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menguraikan secara 

yuridis hubungan hukum antara promotor dan konsumen, khususnya dalam 

konteks penyelenggaraan konser musik, dengan berlandaskan pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, 

untuk memperluas cakupan analisis dan memberikan kedalaman normatif, 

penelitian ini juga meninjau persoalan ini melalui pendekatan hukum 
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ekonomi Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), keterbukaan 

(transparansi), serta larangan atas praktik gharar (ketidakjelasan) dan zhulm 

(kezaliman), menjadi pijakan penting dalam mengevaluasi kesesuaian praktik 

bisnis hiburan dengan nilai-nilai hukum Islam. Diharapkan, hasil penelitian 

ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis dalam 

merumuskan model perlindungan hukum yang lebih adil dan responsif 

terhadap perkembangan industri hiburan di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum konsumen dan promotor menurut 

Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?  

2. Bagaimana keabsahan klausula baku dalam Term & Condition 

penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro ditinjau dari Undang-

Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip 

muamalah ekonomi Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a) Menganalisis hubungan hukum antara promotor dan konsumen 

dalam penyelenggaraan konser musik berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

b) Menganalisis keabsahan klausula baku dalam Term & Condition 

penyelenggaraan konser DAY6 oleh PT Mecimapro berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, serta menelaah dari perspektif fiqh muamalah  
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2. Kegunaan Penelitian 

a) Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi 

hukum perlindungan konsumen di sektor hiburan, sekaligus 

memperluas wawasan melalui pendekatan hukum ekonomi Islam. 

Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam 

mengkaji isu perlindungan konsumen di era digital. 

b) Praktis 

Penelitian ini bermanfaat secara praktis sebagai referensi awal untuk 

memperkuat perlindungan konsumen dalam industri hiburan, 

khususnya konser musik. Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang lebih adil, serta 

membantu konsumen memahami hak-hak hukumnya. 

D. Telaah Pustaka  

Perlindungan konsumen merupakan aspek fundamental dalam setiap 

transaksi. hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha seringkali 

diwarnai dengan ketidakseimbangan posisi. 20  Dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), ditegaskan 

bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum atas hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan dalam mengonsumsi barang maupun jasa.21 Dalam sektor 

 
20 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 
21 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3 
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jasa, khususnya hiburan, relasi antara konsumen dan pelaku usaha bersifat 

masif, melibatkan ribuan orang dalam satu transaksi, serta bernilai ekonomi 

tinggi. Hal ini menjadikan potensi kerugian konsumen semakin besar apabila 

pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas, melakukan perubahan 

sepihak, atau gagal memenuhi kewajiban kontraktual.  

Amisah melalui penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sistem 

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Terhadap Korban Penipuan 

Tiket Konser” menegaskan bahwa meskipun konsumen memiliki hak yang 

dijamin oleh UUPK, praktik di lapangan menunjukkan masih sering terjadi 

ketidakadilan, seperti kurangnya transparansi, perubahan perjanjian sepihak, 

hingga ketiadaan mekanisme ganti rugi yang jelas.22  Sejalan dengan Kea 

Ezati A.K, Syakira Almanisa, dan Lawrina Cristi Natalia dalam artikelnya 

yang berjudul “Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan 

Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, perlindungan 

konsumen bertujuan untuk menyeimbangkan kedudukan hukum antara 

pelaku usaha dan konsumen, sehingga hak-hak konsumen tidak dieksploitasi 

melalui perjanjian baku yang merugikan. 23  Isu perlindungan konsumen 

dalam industri hiburan memerlukan kajian khusus agar hak-hak konsumen 

benar-benar terlindungi dalam praktik penyelenggaraan konser musik 

berskala besar.  

 
22 Amisah dkk., “Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia 

Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 10 (t.t.): 

2707, https://doi.org/10.31604/jips.v10i5.2023.2706-2711. 
23  Kea Ezati A.K et al., “Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan 

Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 

19 (2023): 417–28, https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581. 
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Dalam konsep perlindungan konsumen di bidang hiburan dan jasa, 

klausula baku menjadi salah satu isu penting yang menentukan sejauh mana 

hak-hak konsumen dapat dilindungi atau justru dibatasi melalui perjanjian 

standar yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.24 Menurut Subekti, perjanjian 

pada dasarnya lahir dari kesepakatan para pihak yang setara, namun dalam 

praktik modern sering terjadi ketidakseimbangan ketika pelaku usaha 

menggunakan perjanjian standar yang tidak memberi ruang tawar-menawar 

bagi konsumen. 25  Pasal 18 UUPK secara tegas melarang pencantuman 

klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau 

memberikan hak sepihak untuk mengubah perjanjian.26 

Dalam konteks hukum perjanjian modern, klausula baku menjadi isu 

penting karena sering menimbulkan ketimpangan posisi antara pelaku usaha 

dan konsumen. Penelitian Addam Hartono Putra dan Nabitatus Sa’adah yang 

berjudul “Analisa Penggunaan Klausula Baku Dalam Jual Beli” 

menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha masih mencantumkan klausula 

yang membatasi hak konsumen terkait tanggung jawab dan pengembalian 

kerugian. 27  Hal ini menggambarkan bahwa asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata belum sepenuhnya 

diterapkan secara seimbang, sebab perjanjian sering kali dibuat sepihak tanpa 

 
24  Yessy Kusumadewi, Sh., Mh Dan Grace Sharon, Sh., Mh., Hukum Perlindungan 

Konsumen (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022). 
25 Subekti, Hukum Perjanjian, 1st ed. (Intermasa, 2005). 
26 Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 
27  Addam Hartono Putra and Nabitatus Sa’adah, “Analisa Penggunaan Klausula Baku 

Dalam Jual Beli,” Notarius 17 (2024): 142. 
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ruang negosiasi bagi konsumen. 28  Dalam konteks industri hiburan, 

khususnya penjualan tiket konser, klausula baku yang termuat dalam Terms 

& Conditions menjadi relevan untuk dikaji karena berpotensi memengaruhi 

keseimbangan hubungan hukum antara promotor dan konsumen. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Hana 

Rahma Rafadilla yang mengkaji perlindungan hukum konsumen dalam 

penyelenggaraan konser musik Nicole World Tour 2023. Penelitian tersebut 

menitikberatkan pada analisis pencantuman klausula baku dalam terms and 

conditions penjualan tiket konser, dengan fokus pada kesesuaiannya terhadap 

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, khususnya Pasal 18 UUPK yang mengatur larangan klausula 

baku. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian tersebut menilai 

keberadaan klausula baku yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab 

promotor serta implikasinya terhadap perlindungan hak konsumen, dan 

selanjutnya membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen 

apabila terjadi pelanggaran.29 

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak memposisikan 

seluruh klausula baku sebagai penyebab langsung terjadinya perubahan 

penyelenggaraan konser. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan kajian 

pada klausula baku yang memberikan kewenangan kepada promotor untuk 

mengubah isi perjanjian secara sepihak, yang dalam praktik berpotensi 

 
28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 

29 Hana Rahma Rafadilla, “Tinjauan yuridis Terms & Conditions sebagai klausula baku pada 
tiket konser musik di Indonesia ( Studi Kasus Konser NICOLE NIKI World Tour 2023)” (UIN 
SUNAN KALIJAGA, 2024). 
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menimbulkan perubahan terhadap substansi perjanjian. Perubahan substansi 

tersebut tidak selalu berbentuk satu tindakan tertentu, melainkan dapat 

muncul dalam berbagai bentuk, salah satunya berupa perubahan venue konser 

yang berdampak pada perubahan seat plan, tingkat kenyamanan, serta 

manfaat jasa hiburan yang diterima konsumen. Perubahan venue dalam 

penelitian ini diposisikan sebagai contoh konkret akibat hukum dari 

penerapan klausula kewenangan sepihak, bukan sebagai konsekuensi dari 

seluruh jenis klausula baku. 

E. Kerangka Teori  

Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yaitu teori perlindungan 

konsumen dan teori perjanjian, yang keduanya bersifat konseptual-doktrinal. 

Kedua teori ini tidak dimaksudkan sebagai teori empiris yang menawarkan 

model baru, melainkan sebagai kerangka berpikir yang bersumber dari 

doktrin hukum positif untuk menafsirkan hubungan hukum antara promotor 

dan penonton konser dalam transaksi penjualan tiket. Melalui kedua teori ini, 

penelitian berupaya memahami bagaimana hukum mengatur keseimbangan 

kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa hiburan yang 

kian kompleks dalam era digital. 

Teori perlindungan konsumen berfungsi untuk menjelaskan posisi 

lemah konsumen dalam hubungan hukum modern. Dalam praktiknya, 

konsumen sering tidak memiliki kemampuan untuk menegosiasikan isi 

perjanjian, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki 
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posisi tawar lebih tinggi.30 Hal ini tampak dalam penjualan tiket konser yang 

dilakukan secara daring, di mana seluruh ketentuan transaksi telah disusun 

sepihak oleh promotor dalam bentuk Terms & Conditions. UUPK hadir untuk 

menyeimbangkan relasi tersebut dengan menjamin hak-hak konsumen atas 

keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar. Perlindungan ini bukan 

hanya bentuk pengawasan hukum terhadap pelaku usaha, tetapi juga 

instrumen keadilan yang menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial dan 

hukum dari setiap kegiatan usaha. Sebagaimana ditegaskan Janus Sidabalok, 

perlindungan konsumen pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan hukum dan mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah 

dalam struktur pasar.31 

Sementara itu, teori perjanjian digunakan untuk menilai hubungan 

hukum antara konsumen dan promotor dari aspek keabsahan dan prinsip 

dasar kontraktual. Dalam bukunya Maryam menjelaskan, perjanjian 

merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata, yang 

seharusnya dibangun atas dasar kesepakatan bebas dan itikad baik.32 Namun, 

dalam praktik modern, kebebasan berkontrak sering kali menjadi semu ketika 

salah satu pihak untuk menetapkan seluruh isi perjanjian tanpa membuka 

ruang negosiasi bagi pihak lain. Hal inilah yang dikenal dengan perjanjian 

baku (standard contract) yang mengandung klausula eksonerasi atau klausula 

 
30 Yessy Kusumadewi, SH., MH and Grace Sharon, SH., MH., HUKUM PERLINDUNGAN 

KONSUMEN. Hal 4  
31 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti, 

2014). Hal 47 
32  Mariam Darus Badrulzaman, K. U. H Perdata buku III: Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasan, 2nd ed. (Bandung Alumni, 2006). Hal 47 
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baku. Dalam konteks ini, Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 18 UUPK 

menjadi pijakan penting untuk menilai apakah klausula yang diterapkan 

dalam penjualan tiket konser masih sesuai dengan prinsip keadilan 

kontraktual. Penggunaan klausula yang meniadakan tanggung jawab pelaku 

usaha atau membatasi hak konsumen, misalnya, dapat dikategorikan sebagai 

bentuk penyimpangan terhadap asas kebebasan berkontrak yang sehat. 

Kedua teori tersebut membentuk fondasi konseptual yang 

memungkinkan penelitian ini melihat masalah perlindungan konsumen bukan 

sekadar pelanggaran administratif, tetapi sebagai persoalan struktural dalam 

praktik bisnis modern. Teori perlindungan konsumen memberikan sudut 

pandang mengenai sejauh mana hak-hak konsumen dijamin oleh hukum, 

sedangkan teori perjanjian menilai apakah hubungan hukum antara promotor 

dan penonton telah sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan. Dengan 

demikian, teori-teori ini tidak hanya menjadi dasar konseptual, tetapi juga alat 

analisis normatif untuk menilai praktik penggunaan klausula baku dalam 

Terms & Conditions penjualan tiket konser DAY6 oleh PT Mecimapro. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertumpu pada kajian 

kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik 

berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin para 
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ahli.33 Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah praktik 

pemindahan venue dan perubahan Term & Condition (TNC) oleh PT 

Mecimapro dalam penyelenggaraan konser DAY6, yang kemudian 

dianalisis menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer), serta prinsip hukum ekonomi Islam yang 

dirumuskan dalam literatur fiqh muamalah klasik, dengan penekanan 

pada keadilan, keterbukaan informasi, serta larangan praktik gharar, 

tadlis, dan zhulm dalam transaksi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini 

berusaha menggambarkan secara jelas peristiwa hukum yang terjadi, 

yaitu praktik klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh promotor 

konser. Analitis berarti penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta, 

tetapi juga menganalisisnya dengan menggunakan perangkat hukum 

positif dan hukum Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai 

keabsahan klausula baku tersebut dan dampaknya terhadap hak-hak 

konsumen. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian 

hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, 

 
33 Soerjono et al., Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, 1st ed. (Raja 

Grafindo Persada, 2010). 



19 
 

 

doktrin, dan prinsip hukum yang berlaku.34 Pendekatan ini dipilih karena 

penelitian berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, peraturan terkait industri 

hiburan, serta kaidah hukum ekonomi Islam, khususnya prinsip 

muamalah yang mengatur asas keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. 

Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian 

praktik penyelenggaraan konser dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan menelaah berbagai sumber hukum, meliputi: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, antara 

lain:  

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (UUPK). 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). 

3) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pajak Hiburan. 

4) Hadis dan literatur fikih muamalah terkait larangan transaksi 

yang mengandung gharar, tadlis, dan zhulm. 

 
34 Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan 

Empiris (Pustaka Pelajar, 2010). Hal. 33 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: buku, jurnal 

ilmiah, skripsi/ tesis, serta artikel hukum yang relevan mengenai 

perlindungan konsumen dan klausula baku. Selain itu, media 

massa dan berita daring yang relevan juga digunakan sebagai 

bahan hukum sekunder tambahan untuk memperkuat konteks 

aktual penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta 

artikel dari media kredibel mengenai polemik konser DAY6. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan 

yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah 

dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, baik berupa 

ketentuan hukum positif maupun doktrin hukum Islam, sehingga 

informasi yang tidak sesuai dapat disisihkan. Tahap kedua adalah 

penyajian data, di mana data yang sudah terkumpul diorganisasi secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami, misalnya dengan 

mengelompokkan antara norma hukum, praktik penyelenggaraan konser, 

dan pandangan hukum ekonomi Islam. Setelah itu dilakukan tahap 

analisis interpretatif, yakni menafsirkan data dengan merujuk pada 

ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan 

terkait, serta kaidah fiqh muamalah, untuk melihat kesesuaian praktik 
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dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak konsumen. 

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil 

analisis secara menyeluruh guna menjawab rumusan masalah dan 

menunjukkan kontribusi penelitian dalam konteks hukum positif maupun 

hukum Islam. 

G. Sistematika Pembahasan  

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, maka penulis memetakannya 

ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu: 

Bab Pertama, berupa pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

Bab Kedua, berupa pembahasan teori. Bab ini menjelaskan lebih 

lanjut mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, antara lain teori 

perjanjian, teori perlindungan konsumen, klausula baku, serta prinsip 

mualamah dalam hukum islam yang akan digunakan sebagai bahan analisis 

hubungan hukum antara promotor dan pembeli derta relevansinya dengan 

penetapan klausula baku  

Bab Ketiga, berisi kerangka konseptual dan dasar hukum yang 

menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Bab ini memaparkan 

gambaran umum objek penelitian, khususnya penyelenggaraan jasa hiburan 

konser musik, serta konsep perjanjian dalam transaksi jasa hiburan, 

menguraikan karakteristik perjanjian baku dan posisi konsumen dalam 

hubungan hukum dengan pelaku usaha, termasuk perjanjian elektronik 
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berbentuk clickwrap sebagai mekanisme persetujuan dalam penjualan tiket 

secara daring. Pembahasan juga mencakup pengaturan klausula baku dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  

Bab Keempat, berupa analisis dan pembahasan. Bab ini menguraikan 

jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana hubungan hukum 

antara konsumen dan promotor konser, keabsahan klausula baku dalam 

Terms & Conditions PT Mecimapro, serta sejauh mana perlindungan hukum 

yang ada dapat memberikan kepastian bagi konsumen.  

Bab Kelima, berupa penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian serta saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, pelaku 

usaha, dan konsumen sebagai pihak yang berkepentingan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap penyelenggaraan 

konser DAY6: Forever Young oleh PT Mecima Pro, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hubungan hukum antara PT Mecima Pro dan pembeli tiket konser 

DAY6 merupakan hubungan kontraktual dalam transaksi jasa hiburan. 

Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian pembelian tiket yang 

dilakukan secara elektronik melalui sistem penjualan daring dengan 

mekanisme clickwrap agreement. Dalam hubungan hukum ini, PT 

Mecima Pro berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pembeli 

tiket berkedudukan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban timbal 

balik, yang mengikat para pihak secara hukum sejak terjadinya 

persetujuan dan pembayaran tiket. 

2. Klausula baku dalam Terms and Conditions penjualan tiket konser 

DAY6 yang memberikan kewenangan sepihak kepada promotor untuk 

mengubah ketentuan perjanjian tanpa pemberitahuan dinilai tidak sah 

menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
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Konsumen karena melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. 

Pelanggaran tersebut telah cukup untuk menimbulkan akibat hukum 

sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UUPK, sehingga klausula tersebut batal 

demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, tanpa perlu 

dibuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (2) secara 

bersamaan. Akibatnya, klausula tersebut tidak dapat dijadikan dasar 

pembenaran bagi promotor untuk mengalihkan risiko perubahan 

penyelenggaraan konser kepada konsumen. Ditinjau dari prinsip 

muamalah dalam hukum ekonomi Islam, transaksi pembelian tiket 

konser DAY6 merupakan akad ijarah yang mensyaratkan kejelasan 

manfaat sebagai objek akad. Klausula perubahan sepihak menimbulkan 

ketidakpastian terhadap manfaat jasa dan mengandung unsur gharar 

fāḥish, sehingga akad berkedudukan sebagai akad fasid. Oleh karena itu, 

promotor tetap berkewajiban menghilangkan unsur ketidakpastian dan 

memberikan pemulihan hak kepada konsumen secara adil melalui 

pengembalian dana, penggantian jasa yang setara, atau bentuk 

kompensasi lain yang proporsional. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

A. Bagi Pelaku Usaha (Promotor Konser) 

Pelaku usaha di bidang jasa hiburan perlu menyusun Terms and 

Conditions secara transparan, adil, dan tidak bertentangan dengan 
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Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Setiap perubahan yang 

menyentuh unsur pokok prestasi, seperti venue, seat plan, atau 

sistem penonton, seharusnya dilakukan dengan persetujuan ulang 

konsumen serta disertai mekanisme kompensasi yang jelas dan 

proporsional. 

B. Bagi Pemerintah dan Regulator 

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik 

penyelenggaraan konser dan penggunaan klausula baku dalam 

transaksi jasa hiburan, termasuk transaksi elektronik. Diperlukan 

pedoman atau regulasi teknis yang lebih spesifik mengenai 

perlindungan konsumen di sektor hiburan, agar hak-hak konsumen 

terlindungi seiring dengan pesatnya pertumbuhan industri konser 

musik. 

C. Bagi Konsumen 

Konsumen diharapkan lebih kritis dalam memahami Terms and 

Conditions sebelum melakukan transaksi, serta berani 

memperjuangkan hak-haknya apabila mengalami kerugian. 

Kesadaran hukum konsumen menjadi faktor penting dalam 

mendorong praktik usaha yang lebih bertanggung jawab dan 

berkeadilan. 
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